
BTTPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN BUOL
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Maka diperlukan upaya untuk menggali
sumber-sumber pendapatan asli daerah guna
membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakat;

Mengingat :

bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Buol guna lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah dengan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah yang ada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir
di Tepi Jalan Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nornor 76, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor L4 Tahun L992 tentang
Lalulintas dan Angkutan Ja1an (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
Undang Undang Nornor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol,. Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tartbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2OO0 tentang Perubahal atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

b.

c.

1.

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2OO2 Nomor I34, Tambahan
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 43g9);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Reprlblik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1'2 Tahun 2OOg
tenta,ng Perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor
32 TahUn 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 48441:

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang lembaran Nega-ra Republik Indonesii
Tahun 2OOZ Nomor 6g, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N.gara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesia filun Zdt t
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun l9g3 tentang
Pelaksanaaa Undang-Undang Nomor g Tahun 19gl
tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Nega_ra
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325g);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2Ol0 tenta-ng
Tata Cara Pemberian Dan pemanfaatan Insentii
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 516l );

12. Peraturan Daerah Nomor 0l Tahun 2OOg Tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Nomor 0S Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daera}r
Kabupaten BuolTahun 2009 Norhor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIU,N RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

oan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JAI.AN UMUM.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adarah Bupati beserta perangkat Daerah sebagar

unsur p enyelenggara pemerintahal Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Pemerintahaa Daerah adalah penyerenggaiaan urusan pemerintaha' olehPerierintah Daerah dan DpRD menurut isas otonomi dal tugas pernbantuandenga' prinsip otonomi seluas--luasnya dar-rn sistem dan- priisip lvegaraKesatuan Republik Indonesia seb,gai'nana dimaksud a.fa- fi.ra"n! 

""a-"..gDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. lej.a9at_adalah 

pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidangPajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang_u"aaoga" 
Vargberlaku.

6' Dinas.Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adarah unsur pelaksanaPemerintah Daerah dibidang perhubungan, Komunikasi dan Informaika.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol-
8. Pemegang Kas Daerah adalah Balk pembalgunan Daerah atau Bank

Presepsi yang di tunjuk
Penerima ada-lah Bendaharawan Khusus
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

9. Bendah arawan Khusus
Penerima pada Dinas
Kabupaten Buol.

10. Badan adalal sekumpulan, orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melal<ukan usaha maupun yang liOaf melakuxanusaha yarlg meliputi perseroan Terbatas, perseioan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannama dal dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana pensiun,
Persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi- Massa, Organisasisosial Politik atau organisasi rainnya tErmasuk kontral< iivestasi
kolektifdan bentuk badan usa_ha tetap.

11. Retribusi Daera-h yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daserah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin teientuyang khusus disedial<an dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah
untuk kepentingan Oraag pribadi atau Badan.

12. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanar
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.

13' Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oreh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.

14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagar
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemunguian
Retribusi.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiai dan
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.



16. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas wal<tu bagi wqjib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bulli pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaral yang ditunjuk oleh
Kepa-la Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Sura Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketatapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
adminstratif berupa bunga dan/ atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca_rt,
mengumpUlkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

23. Penyidikan Tindak Pidaaa dibidang Retribusi Daerah ada,lah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri
Sipil yarrg selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dlembuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terl'adi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
NAMA, ORIEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan
umum.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penyediaan pelayananPa-rkir di Tepi Jalan Umum
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4



Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan parkir di tepi jaian umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa_] 5

Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

lingkat penggunaan jasa parkir di tepijalan umum dihitung berdasarkan
jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya

Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan
yang bersangkutan, kemampuan masyaralat, aspek keadilal,
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

tarif
jasa
dan

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARMA TARIF RETzuBUSI

Pasal 8
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di

tepi jalarr umum.
(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur

berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkal
dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalal umum.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkal sebagai berikut :



TINGKAT
KEPADATAN

PARKIR

JENIS KENDARAAN
BERMOTOR/KENDARAAN

TIDAK BERMOTOR
TARIF

RENDAH Sepeda motor
Sedan, jeep, minibus
Pick up dan sejenisnya
Bus, truck dan alat besar
lainnya

Rp. 500 /Parkir
Rp. 7OO

/Parkir
Rp.1.000

/Parkir
Rp. 1.0C0

/Parkir
TINGGI Sepeda motor

Sedan, jeep, minibus
Pick up dan sejenisnya
Bus, truck dan alat besar
lainnya

Rp. 1.000
/Parkir

Rp. 1.500
/Parkir

Rp. 2.000
/Parkir

Rp. 2.000
/Parkir

(4) Besarnya tarif retribusi parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut :

a.
b.
c.
d.

Sepeda Motor
Mobil Penumpang
Mobil Bus
Sepeda, Becak

Rp. 1.000 /Parkir
Rp. 2.000 /Pakir
Rp. 2.000 /Pakir
Rp. 500 /Pakir

Pasal 9
Bagi wajib retribusi yang seca.ra nyata berdomisili atau mempunyai usaha
didalam wilayah fasilitas parkir diberikan keringanan tarif retribusi parkir,
yaitu :

a. Sepeda Motor Rp. 15.000 /bulanb. Mobil Penumpang Rp. 25.OOO /bulanc. Mobil Bus Rp. 25.OOO /buland. Mobil Barang/Truck/Khusus Rp. 25.OOO /bulan

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasa-t 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Buol.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah pada saat terjadinya parkir di tepi jatan umum.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didahului dengan Surat Teguran
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan

Peraturan BuDati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersarnakan, dan STRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca,ra pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa,l 14

(1) Da-lam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, di(enakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2o/" (dua persen) setiap bulan dari retribusi yalg
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasa.l 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yalg
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima
surat tegurar atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib
retribusi harus melunasi retribusi terutans.
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(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat
sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
ditunjuk.

lain
oleh

yang sejenis
pejabat yang

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Keberatan diajukan seca.ra tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukar denga-n jangka waktu paling lama 3 {tiga)bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib netriUusi
t_ertentu dapat menunjukkan baiwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keadaar diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang teq'adi diluar kehendak atau kekuasaan
W4jib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidal< menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasa-l 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas kebera-tan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang di4jukan haru s diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambatr besarnya Retribusi yalg
terutang.

(a) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dialggap dikabulkan.

Pasa_l 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2o/o (d:ua persen) sebularr untuk paling latna 12
(dua belas) bulan.

(2) Imbaian bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

1)

zl

3)

4l

B



BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, w4iib Retribusi
meng4lukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

dapat

bulan, sejak
pembayaran
memberikan

keputusan.
(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengemba]ian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(a) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suaiu' keputusan,
permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabutkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wakiu pating lama I (satu)
bulan.

(5) Apabila Wqjib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih datrulu irtatg Retribusi
tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pad? ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling l-ama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o

ldua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.

(8) Tata ca-ra pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20
(1) Hak untuk melakukan pena.gihan Retribusi menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

(21Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(a) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf b ada-lah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



a. di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling tinggi 1

(satu) kali gaji pokok dan tunjaagan yang melekat;
b. Rp. 100.00O.0O0,O0 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 2
(dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp. 250.OOO.0OO,0O (dua ratus lima puluh juta rupiah),
sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling
tinggi 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

d. di atas Rp. 500.OO0.0OO,OO (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 4
{empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila da-lam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimalsud pada ayat (l) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daera_h.

Pasal 26
Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasat 22
?yat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XWI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintab Daerahdiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindal< pidana dibidaag Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang dlangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratriral
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkal dan meneliti atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau lapran tersebut menjadi lengkap dal jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilal<ukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindal< pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidala dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahlidatam rangka pelaksaaaan dalam
tugas penldikan pidana dibidarg Retribusi Daerab.
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a. di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)' paling tinggi 1

(satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
b. Rp. 1O0.O00.O00,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 2
(dua) kali gaji pokok dan tunjalgal yang melekat;

c. di atas Rp. 250.0O0.00O,0O (dua ratus lima puluh juta rupiah),
sampai dengan Rp.5O0.O00.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling
tinggi 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

d. di atas Rp. 500.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 4
(empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan ciaerah.

Pasal 26

Penerima pembaya-ran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (21 dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusar Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafan Pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yalg berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkar dan meneliti atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau lapran tersebut menjadi lengkap dan jetas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang aihhkan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan buldi dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Oaeiah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen_dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen_dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan dalamtugas penyidikan pidana dibidang petribusi Daeialr
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g. Menyuruh berhenti atau me larang seseorang meninggalkan ruang
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah
sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribust
Daerah.

i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangan da-n diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penfidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindal< pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungiawabkan.

(a) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada
penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang melangga-r ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kuruhgan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidal< atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada apt (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Nega-ra.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(a) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan memperhatikan indeks harga dal
perekonomian.

(6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1) dilakukan
perkembangan

pada ayat (2)

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelalsanaaan Peraturan Daerah ini sudah
ditetapkan paling lama 6 (enam) bular sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

T2
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BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengal penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal l0 September 2012

BUPATI BUOL

ttd

AMRATT H.A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 10 2012

plt. KABUPATEN BUOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2012 NOMOR 07
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